
BUPATI NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR \C> TAHUN 2017 

TENTANG 

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220), maka perlu 
penyesuaian nama Perangkat Daerah dalam Peraturan 
Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pelimpahan 
Wewenang Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 72); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dari huruf a, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 
Tahun 2008 ten tang Pelimpahan Wewenang 
Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2008 Nomor 72) perlu dicabut dan menetapkan 
kembali Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang 
Penandatangan Perizinan. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 



. . 
I - 2 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

6. Peraturan PresidenNomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220); 

9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016 Nomor 36). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN PERIZINAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah kabupaten Ngawi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

r\ 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPrSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi. 

() 

5. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau 
perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk 
menyelenggarakan suatu usaha. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Koperasi, dana pensiunan, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk. badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk. usaha 
tetap. 

BABII 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelayanan 
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
kewenangan dalam memberikan perizinan kepada masyarakat, baik 
perseorangan maupun badan. 
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BAB III 
PELIMPAHAN WEWENANG 

PENANDATANGANAN PERIZINAN 

Pasal 3 

Pelimpahan wewenang penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangan 
daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP. 

Pasal4 

Pelaksanaan pelimpaham wewenang penandatanganan penzman oleh 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan prinsip 
keadilan, kepatuhan hukum, koordinasi dan sinkronisasi. 

Pasal 5 

{ 1) DPMPTSP wajib menjaga efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan 
proses penerbitan perizinan. 

(2) Dalam rangka menghindarkan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam 
proses penerbitan perizinan, DPMPTSP harus menyelenggarakan sistem 
pelayanan perizinan online dan membentuk Tim Perizinan dengan 
melibatkan perangkat daerah terkait. 

(3) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

(1) DPMPTSP menerbitkan perizinan setelah mendapatkan rekomendasi teknis 
atau rekomendasi persetujuan untuk diterbitkan izin dari setiap anggota 
Tim Perizinan. 

(2) Dalam hal terdapat 1 (satu) orang anggota Tim Perizinan yang tidak 
memberikan rekomendasi teknis atau rekomendasi persetujuan untuk 
diterbitkan izin, maka izin belum dapat diterbitkan. 

(3) Pemberian rekomendasi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABN 
PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi 
Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan 
Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 72), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal8 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal \ Mo.t-t~ wt; 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

~~ 
.,/ 

MOKH. SOD IQ TRIWIDIY ANTO 

Ditetapkan di Ngawi 
padatanggal 1 I\Aatt~ Wl7 

'I NGAWI, 

SERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR lO 


